
 

 

 

 

 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 

 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR   10  TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020  

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat 

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) 

dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu disusun 

Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan 

Daerah; 

  b. bahwa beberapa ketentuan dalam Standar Harga 

Satuan Daerah pada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 

2020 tentang Standar Harga Satuan Daerah perlu 

dilakukan perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

SALINAN 



Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 64 Tahun 

2020 tentang Standar Satuan Harga Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten  Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor  53  Tahun  1999  

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020  tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

178). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 

64 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 

DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 64) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Lampiran I, II, dan III diubah sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

 Ditetapkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 20 Maret 2024 

 

 BUPATI KUANTAN SINGINGI 
 

ttd 
 
H. SUHARDIMAN AMBY 

 

 

 Diundangkan di Teluk Kuantan 
pada tanggal 20 Maret  2024 

 

 Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 
 

ttd 
 
H. FAHDIANSYAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 

NOMOR : 10 

 

Salinan sesuai dengan aslinya,  

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 
 
YUNITA TRISIA, SH., MH 
Pembina Tk. I  
NIP. 19770603 200012 2 001  


